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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya
disebut dengan UUJF telah mengatur mengenai Subjek Hukum Jaminan Fidusia
yaitu Pemberi Jaminan Fidusia dan Penerima Jaminan Fidusia yang diatur dalam
Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 UUJF. UUJF telah memberikan pengertian mengenai
pemberi jaminan dan penerima jaminan sebagai subjek hukum. Akan tetapi dalam
penjelasan subjek hukum pada Jaminan Fidusia ini tidak terlalu jelas. Salah satunya
adalah mengenai kewarganegaraan para pihak terkhususkan pemberi Jaminan
Fidusia yang tidak disebutkan ataupun dijelaskan dalam UUJF. Sehingga itu perlu
dilakukannya suatu penemuan hukum terkait kepastian hukum dari
kewarganegaraan subjek Hukum Fidusia yaitu Penerima Fidusia. Tujuan dari
penenilitian ini yaitu untuk menganalisis Pemberi Jaminan Fidusia
berkewarganegaraan asing dapat membuat perjanjian utang piutang dengan
Jaminan Fidusia dalam perspektif UUJF. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu warga negara asing dapat menjadi
Pemberi Jaminan Fidusia karena dalam UUJF tidak terdapat aturan secara jelas
yang mengatur kewarganegaraan dari subjek hukum dan warga negara asing tidak
dapat menjadi Pemberi Jaminan Fidusia karena bertentangan dengan penjelasan
Pasal 11 UUJF. Adapaun perlindungan hukum terhadap Pemberi Jaminan Fidusia
berkewarganegaraan asing yaitu perlindungan secara preventif dan represif.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fiduisa, berkewarganegaraan
asing, warga negara asing
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Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum
NIP 196003121989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

xi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indoensia memiliki perkembangan yang cukup pesat di bidang

pembangunan. Suatu pembangunan ini tentu saja memerlukan sejumlah dana yang

sangat besar. Dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Keuangan Bank ataupun

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Suatu dana juga dapat diperoleh dari

lembaga jaminan.

Jaminan memiliki pengertian yaitu suatu hal yang diberikan dari debitur

kepada kreditur untuk memberikan suatu keyakinan atau kepercayaan bahwa pihak

debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul

dari suatu perikatan1. Jaminan secara umun diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi bahwa “segala hak

kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bengerak, baik yang

sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk

segara perikatannya”. Jaminan selama ini dikenal dengan makna benda tertentu

yang memiliki nilai ekonomis yang memiliki fungsi untuk digunakan sebagai

sumber pelunasan kredit apabila debitur cidera janji.2 Jaminan memiliki tujuan

1Hartono Hadisuprapto. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta
: Liberty, 1984, hlm. 50.

2 Trisadini Prasastinah Usanti. “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum
Jaminan”. Perspektif, 2014, hlm 166.
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untuk melindungi efek defisit yang dialami pihak bank jika pelanggang tidak

sanggup membayar kredit yang telah dipinjam. Atau dapat dikatakan, jaminan

dapat dipakai sebagai sumber pembayaran kredit dengan cara dijual.

Jaminan memiliki manfaat, untuk pihak kreditur yaitu :3

 Untuk menimbulkan keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup

 Memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak kreditur.

Sedangkan bagi debitur sendiri, jaminan memiliki fungsi dan manfaat yaitu

untuk memperoleh sarana fasilitas kredit dari bank dan pihak debitur tidak khawatir

dalam mengembangkan usahanya.

Hukum jaminan memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Jaminan

merupakan bagian dari hukum benda, secara teoretis, jaminan dibagi menjadi

jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi menjadi jaminan

kebendaan dan jaminan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dibagi

menjadi jaminan benda bergerak dan benda tetap. Jaminan benda bergerak terdiri

dari gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tetap dibagi menjadi hak

tanggungan atas tanah, fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah.4

3 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, cetakan kesepuluh, Depok :
RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 28.

4Sudikno Mertokusumo, “Eksekusi Obyek Hak Tanggungan , Permasalahan dan
Hambatan”, Makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata Se- IndoensiaYogyakarta, Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, 1992, hlm. 2.
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Salah satu yang termasuk dalam jaminan benda bergerak adalah Fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan.5

Fidusia berasal dari bahasa Belanda dan dikenal dengan istilah, yaitu fiducie,

sedangkan istilah fidusia dalam bahasa Inggris disebut Fiduciary transfer of

ownership.6 Fidusia ini juga sering dikenal dengan istilah FEO (Fiduciare

Eigendom Overdracht) yang memiliki arti yaitu penyerahan hak milik secara

kepercayaan.

Fidusia sendiri memiliki pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1

Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yaitu

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda.”

Disebutkan juga, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUJF, bahwa “Jaminan Fidusia

sebagai hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

5 Henny Tanuwidjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum
kenotariatan, cetakan kesatu, Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.

6 Salim HS, op. cit, hlm. 55.
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Dari definisi yang diberikan tersebut, dapat diketahui bahwa fidusia

dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak

kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk

fidusia.7 Konsep dasar dari Jaminan Fidusia ini berupa pengalihan hak kepimilikan

suatu benda kepada pihak lain ini hanya dimaksudkan sebagai jaminan untuk

pelunasan utang tertentu. Benda pada Jaminan Fidusia ini merupakan objek dari

jaminan itu sendiri. Berdasarkan UUJF, objek suatu Jaminan Fidusia ini dibagi

menjadi 2 yaitu :

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yan tidak berwujud; dan

2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak

tanggungan8.

UUJF juga telah menyebutkan mengenai subjek hukum pada Jaminan

Fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia merupakan

orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia. Pemberi fidusia dapat berperan sebagai debitur sendiri atau pihak lain yang

bukan debitur. Yang dimaksud korporasi di sini adalah suatu badan usaha yang

berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan

Penerima Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai

piutang yang pembayarannya dijamin oleh Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi

perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk

7 Ibid, hlm. 58.
8 Ibid, hlm. 66.
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melindungi pemberi Jaminan Fidusia.9 Pasal 5 UUJF telah menjelaskan bahwa

pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam

bahasa Indoensia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Bahasa Indoensia dalam

pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan salah satu hal yang penting. Dalam

penggunaan Bahasa Indoensia pada pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 26

ayat (1) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa

Indonesia, dan mengenai keterlibatan pihak asing dalam pembuatan akta autentik

ini diatur dalam Pasal 26 ayat 2 Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang

Penggunaan Bahasa Indonesia,

UUJF juga telah memberikan pengertian mengenai pemberi jaminan dan

penerima jaminan sebagai subjek hukum. Akan tetapi dalam penjelasan subjek

hukum pada Jaminan Fidusia ini tidak terlalu jelas. Salah satunya adalah mengenai

kewarganegaraan para pihak terkhususkan pemberi Jaminan Fidusia yang tidak

disebutkan ataupun dijelaskan dalam UUJF. Tentu saja hal ini menimbulkan suatu

kebingungan terkait kewarganegaraan pemberi Jaminan Fidusia. Mengingat suatu

kewarganegaraan subjek hukum ini sangatlah penting dalam hal pembuatan akta

Jaminan Fidusia dan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memerlukan identitas

pemberi Jaminan Fidusia untuk sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk

menganalisis lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan

berbentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS PEMBERI JAMINAN FIDUSIA

9 Salim HS, op. cit., hlm. 66.
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BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG -

UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan

dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah warga negara asing dapat membuat perjanjian utang piutang dengan

Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia dalam hal

pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing dalam perspektif

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis mengenai warga negara asing dapat membuat

perjanjian utang piutang dengan Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia dalam

hal Pemberi Jaminan Fidusia berkewarganegaraan asing dalam perspektif

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
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D. Manfaat Penelitan

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi

manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan

kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam

pengembangan hukum di bidang hukum jaminan, khususnya Jaminan

Fidusia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam membuat suatu kebijakan bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif

sebagai pihak yang membuat kebijakan–kebijakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

kalangan akademisi dan masyarakat luas mengenai pemberi Jaminan

Fidusia berkewarganegaraan asing.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi

lembaga keuangan bank maupuan non-bank serta para pihak yang

berkepentingan, sehingga tidak melanggar suatu ketentuan hukum yang

berlaku serta tidak merugikan para pihak yang terlibat.
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E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan mengenai Pemberi Jaminan

Fidusia berkewarganegaraan asing berdasarkan perspektif Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka penulisan kerangka

teori sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata memberi pengertian dari

suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu “suatu perbuatan dimana satu

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di

mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh

hukum. 10

Suatu perjanjian dikatakan suatu perjanjian yang sah yaitu

apabila perjanjian memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sepakat yang dimaksud yaitu adanya persetujuan atau

persepakatan dari para pihak untuk terikat dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, menyebutkan bahwa “tiada suatu

10 Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya, 2005, hlm. 175.
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persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan

atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Sehingga sepakat

haruslah persetujuan dari para pihak tanpa adanya unsur pada Pasal

1321 KUH Perdata.

Kecakapan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata

adalah kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai

kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum yang mandiri dan

yang mengikat diri tanpa dapat diganggu gugat.11 Cakap adalah dimana

seseorang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal pikiran yang

sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Suatu pokok persoalan tertentu dapat juga diartikan sebagai

suatu objek (prestasi tertentu). Suatu objek tertentu yaitu merupakan

objek perjanjian, objek perjanjian tersebut merupakan suatu prestasi

yang wajib dipenuhi. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata,

objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat

berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud.12

Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHP Perdata, dapat

diketahui bahwa suatu sebab yang tidak terlarang memiliki pengertian

11 Suadnyani, dkk. “Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian
Dihadapan Notaris”, Jurnal Kertha Semaya 5.1,. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali 2017,
hlm. 3.

12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti,
2014, hlm. 302.
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bahwa suatu tujuan perjanjian yang akan dicapai itu sifatnya harus halal.

Artinya, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan

kesusilaan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum,.13

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting. Beberapa

asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut :14

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian

mengenai hal apapun baik yang sudah diatur maupun belum

diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan

tersebut tetap memiliki suatu batasan, yaitu tidak dilarang

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. Asas pelengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, yaitu pasal-pasal yang

terdapat dalam hukum perjanjian dapat dikesampingkan, jika

pihak-pihak terikat dalam sebuah perjanjian mengkehendaki

dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang

menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi jika

dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan, maka berlakulah

ketentuan undang-undang.15

13 Ibid, hlm. 303.
14 Ibid, hlm. 295.
15 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group, cetakan

kelima, 2019, hlm 286.
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3. Asas konsensual

Menurut asas konsensual, suatu perjanjian lahir sejak

tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini

sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat

dalam Pasal 1320 KUH Perdata.16

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memiliki arti bahwa perjanjian hanya

berlaku atau mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak

seorang pun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata,

yaitu mengatur mengenai janji untuk pihak ketiga dalam

perjanjia. 17

Hubungan hukum antara para pihak melahirkan suatu perikatan.

Perikatan menimbulkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak.

Dalam suatu perjanjian ini terdapat pihak yang menuntut sesuatu yang

disebut dengan kreditur atau orang yang berpiutang dan pihak yang

memiliki kewajiban untuk memenuhi sesuatu tuntutan disebut dengan

debitur atau orang yang memiliki utang yang harus dilunaskan.

16 Ibid, hlm. 286.
17 Ibid, hlm. 287
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Apabila kita telusuri dalam KUH Perdata tidak ditemukan

definisi secara langsung dari perjanjian utang piutang. Namun demikian

perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata

dapat dijadikan landasan dari perjanjian utang piutang. Utang piutang

dalam KUH Perdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang

diatur dalam pasal 1754 berbunyi “pinjam meminjam adalah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang

lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan

sejumlah yang sama dari macama keadaan yang sama”.18

Utang piutang diawali dengan suatu perjanjian antara dua subjek

hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian diikuti

dengan perjanjian penyerahan benda sebagai jaminan.19

2. Konsep Hukum Jaminan

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum

yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan

dalam kaitannya dengan pembebanan haminan untuk mendapatkan

fasilitas kredit.20

Objek kajian pada hukum Jaminan Fidusia ini dibagi menjadi 2

macam yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil pada

18 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta :
Pradnya Paramita, 1992, hlm. 451.

19 Pratiwi, Florensia. Perjanjian Hutang Piutang yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum
(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 6/PTS/Mj. PWN. Prov.
DKIJakarta/VI/2018). Indonesian Notary 1.003, 2019, hlm. 2.

20 Salim HS, op. cit, hlm. 6.
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hukum jaminan adalah manusia (yang menjadi sasaran dalam

pengkajian dalam hukum jaminan). Sedangkan objek forma pada

hukum jaminan merupakan cara subjek hukum jaminan membebankan

objek jaminannya kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Ruang lingkup dalam hukum jaminan terdiri dari jaminan umum

dan jaminan khusus. jaminan khusus terdiri dari jaminan kebendaan dan

jaminan perorangan. Sedangkan, jaminan kebendaan terdiri dari

jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam

jaminan benda bergerak meliputi : gadai dan fidusia, sedangkan

jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia,

khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara.

Sedangkan jaminan perorangan meliputi : borg, tanggung –

menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.21

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang diberikan kepada

seseorang atau subjek hukum yang berupa perangkat hukum baik yang

memiliki sifat preventif maupun bersifat respresif serta dalam bentuk

tertulis maupun tidak tertulis.22 Perlindungan Hukum menurut Soerjono

Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat

21 Salim HS, op. cit, hlm. 8-9.
22 Paramitha, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan

Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Bni Cabang Gatsu Barat)”. Jurnal Kertha Semaya 5.5,
2017, hlm. 1
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diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi,

pelayanan medis, dan bantuan hukum.23

Hukum dalam masyarakat memiliki peran untuk memberikan

suatu perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu.

Dalam suatu perjanjian, hukum memberikan perlindungan kepada para

pihak terkait. Sehingga menimbulkan suatu rasa aman dan tertib kepada

para pihak.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu :24

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

untuk mencegah perbuatan sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta

memberikan suatu batasan-batasan kepada subjek hukum

dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir

berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan

yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah

dilakukan suatu pelanggaran.

23 Paraahli, Perlindungan Hukum : Pengertian dan Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para
Ahli, diakses dari https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html (online), pada
tanggal 26 September 2020

24 Ibid. hlm. 20.

https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html
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normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga

penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan

membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.25

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk

mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif

yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara

mengkaji berbagai peraturan dengan cara mengkaji berbagai peraturan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis

penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum

yang bersifat formil seperti undang-undang.26

2. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang dijalani27

25 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang :
Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 57.

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed.rev.cetakan kesebelas, Jakarta :
Kencana, 2011, hlm. 35.

27 Ibid, hlm. 35.
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b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak

yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang

kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan

dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi dari logis dari konsep

ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut

pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-

atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil

menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu.

Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata

secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. 28

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penilitian ini menggunakan pengumpulan data atau bahan dengan

cara : Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan

(Library Research) adalah teknik pengumpulan data dengan

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan

masalah yang dipecahkan.29

28 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1996, hlm. 481-483
29 Moh Nazir. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
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4. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang dapat

dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.30 Bahan hukum

primer memiliki sifat yang mengikat dan memiliki bentuk

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan

hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar

hukum,31 buku karangan sarjana serta makalah-makalah dari

seminar terutama yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum

Primer dan Bahan Hukum Sekunder, adapun petunjuk yang

30 Saebani Ahmad Beni, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Pustaka Setia, 2008.
31Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali

Pers, 2010, hlm. 118.
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dipakai terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum adalah

dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif

adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif

bersifat memperoleh atau menemukan teori berdasarkan data yang

diperoleh dari data lapangan.32

6. Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan adalah

dengan cara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari

pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan

penalaran rasio (berpikir rasional)33

32 Anggito, dkk.Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi : CV Jejak, 2018. hlm. 27
33 Saebani Ahmad Beni, Op. cit, hlm. 111.
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